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Abstract 

The global consumption crisis, characterized by the exploitation of natural resources, waste 

accumulation, and unequal access, demands a normative framework capable of fundamentally 

addressing these issues. This paper examines how the principles of halal and tayyib in Islam, when 

understood substantively through the perspective of maqashid sharia, can serve as a normative 

foundation for the realization of sustainable consumption. Using a literature review and conceptual 

analysis approach, this paper examines the relationship between the principles of halal and tayyib, 

the five elements of maqashid sharia, and the dimensions of sustainable consumption within the 

framework of SDG 12. The results of the study indicate that halal and tayyib are normative entities 

that inherently contain the values of ecological sustainability, social justice, and intergenerational 

responsibility. The five elements of maqashid sharia have a direct correspondence with the 

dimensions of sustainable consumption, ranging from food security assurance to faith-based 

ecological motivation. The main challenges identified are the reductionism of halal understanding 

to the aspect of formal certification and the weak integration of halal standards with sustainability 

principles. This paper concludes that the maqashid sharia approach builds consumption motivation 

that is intrinsic and rooted in faith, so it has the potential to be a transformative alternative in 

responding to the global consumption crisis. 
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Abstrak 

Krisis konsumsi global yang ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam, akumulasi limbah, dan 

ketimpangan akses menuntut hadirnya kerangka normatif yang mampu menjawab persoalan 

tersebut secara mendasar. Paper ini mengkaji bagaimana prinsip halal dan tayyib dalam Islam, bila 

dipahami secara substantif melalui perspektif maqashid syariah, dapat menjadi landasan normatif 

bagi terwujudnya konsumsi berkelanjutan. Dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis 

konseptual, paper ini menelaah relasi antara prinsip halal-tayyib, kelima unsur maqashid syariah, 

dan dimensi konsumsi berkelanjutan dalam kerangka SDG ke-12. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

halal dan tayyib merupakan kesatuan normatif yang secara inheren mengandung nilai keberlanjutan 

ekologis, keadilan sosial, dan tanggung jawab antargenerasi. Kelima unsur maqashid syariah 

memiliki korespondensi langsung dengan dimensi konsumsi berkelanjutan, mulai dari jaminan 

keamanan pangan hingga motivasi ekologis berbasis keimanan. Tantangan utama yang 

diidentifikasi adalah reduksionisme pemahaman halal pada aspek sertifikasi formal dan lemahnya 

integrasi standar kehalalan dengan prinsip keberlanjutan. Paper ini menyimpulkan bahwa 

pendekatan maqashid syariah membangun motivasi konsumsi yang bersifat intrinsik dan berakar 

pada keimanan, sehingga berpotensi menjadi alternatif transformatif dalam menjawab krisis 

konsumsi global. 

Kata Kunci: Pend halal, tayyib, maqashid syariah, konsumsi berkelanjutan.  
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PENDAHULUAN  

Konsumsi merupakan aktivitas fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak 

hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap keberlanjutan 

ekosistem dan keadilan sosial. Perkembangan globalisasi dan modernisasi telah 

mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat secara signifikan konsumsi tidak lagi 

sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok, melainkan telah bertransformasi menjadi 

bagian dari gaya hidup dan simbol status sosial (Hindyni & Nurhaliza, 2024). Fenomena 

ini berdampak serius dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, akumulasi 

limbah yang masif, ketimpangan akses konsumsi, serta degradasi lingkungan hidup yang 

semakin mengkhawatirkan (Haider et al., 2022). 

Merespons krisis tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 

menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), 

khususnya SDG ke-12 yang secara eksplisit menyerukan pola konsumsi dan produksi yang 

bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, konsumsi berkelanjutan (sustainable 

consumption) dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

(Vargas-Merino et al., 2023). Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya secara 

bijaksana, pengurangan pemborosan, serta pertimbangan dampak sosial dan ekologis dari 

setiap keputusan konsumsi (Wahlen & Stroude, 2023). 

Di tengah pencarian solusi atas krisis konsumsi global tersebut, Islam sebagai agama 

yang komprehensif (din al-syumul) menyimpan khazanah normatif yang kaya dan relevan. 

Dalam Islam, konsumsi bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan merupakan bagian 

dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia kepada Allah SWT dan sesama 

makhluk-Nya (Taghizadeh-Hesary et al., 2025). Islam mengatur pola konsumsi melalui 

dua prinsip utama yaitu halal dan tayyib. Allah SWT secara tegas memerintahkan "Wahai 

manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik (tayyib), dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah setan" (QS. Al-Baqarah: 168). Perintah serupa diulang 

dalam QS. Al-Maidah: 88, QS. Al-Anfal: 69, dan QS. Al-Nahl: 114, menandakan 

sentralitas kedua prinsip ini dalam pandangan dunia Islam. 

Prinsip halal merujuk pada kehalalan suatu produk atau jasa berdasarkan ketentuan 

syariat, sedangkan tayyib mencakup dimensi kebaikan, kebersihan, keamanan, kesehatan, 
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dan kemanfaatan yang lebih luas (Elgharbawy & Azmi, 2022). Keduanya merupakan 

kesatuan yang tak terpisahkan, halal menjawab pertanyaan "apa yang boleh dikonsumsi?", 

sementara tayyib menjawab "bagaimana seharusnya konsumsi itu dilakukan agar 

benar-benar baik?". Konsep halal-tayyib sejatinya telah merangkum nilai-nilai ekologis, 

sosial, dan etis jauh sebelum wacana keberlanjutan global berkembang 

(Taghizadeh-Hesary et al., 2025). 

Kedua prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan maqashid syariah 

tujuan-tujuan utama ditetapkannya syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

mencegah kemudaratan. Dalam konteks konsumsi, prinsip halal dan tayyib berperan 

menjaga kesehatan jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-aql), melindungi 

keberlangsungan generasi (hifz al-nasl), mengelola harta secara bertanggung jawab (hifz 

al-mal), serta menegakkan nilai-nilai agama (hifz al-din) (Pradita & Darwanto, 2025). 

Kelima elemen perlindungan ini, secara keseluruhan, berkorespondensi langsung dengan 

dimensi-dimensi konsumsi berkelanjutan. 

Sayangnya, dalam praktik kontemporer, prinsip halal kerap direduksi menjadi 

sekadar persoalan ritual dan legalitas sertifikasi, sementara dimensi tayyib yang jauh lebih 

luas justru sering terabaikan (Wilson & Liu, 2010). Industri halal global tumbuh pesat 

mencapai nilai pasar lebih dari USD 2 triliun namun kontribusinya terhadap keberlanjutan 

lingkungan dan keadilan sosial masih jauh dari memadai. Di sisi konsumen, kesadaran 

halal masyarakat Indonesia pun masih terbatas pada aspek formalitas label, bukan pada 

substansi nilai halal-tayyib secara utuh (Ambali & Bakar, 2014). Kondisi ini diperparah 

oleh lemahnya regulasi sertifikasi yang terintegrasi dengan standar keberlanjutan, serta 

minimnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan konsumsi nasional (Ab Talib et al., 

2026). 

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas konsumsi halal (Hasan et al., 2020; 

Wilson & Liu, 2010) dan maqashid syariah secara terpisah, namun kajian yang secara 

khusus mengintegrasikan prinsip halal-tayyib dengan konsumsi berkelanjutan dalam 

kerangka maqashid syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, paper ini bertujuan 

mengkaji bagaimana prinsip halal dan tayyib, bila dipahami secara substantif dalam 
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perspektif maqashid syariah, dapat menjadi landasan normatif yang kokoh bagi 

terwujudnya konsumsi berkelanjutan. 

Pembahasan 

1. Konsep Halal dan Tayyib dalam Islam 

Konsep halal dan tayyib merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam yang 

berkaitan dengan aktivitas konsumsi manusia. Kata "halal" (حلال) secara etimologis berasal 

dari kata kerja halla-yahillu-hillan wa halalan yang bermakna sesuatu yang diizinkan, 

dibenarkan, atau dilepaskan dari larangan. Dalam terminologi fiqh, halal merujuk pada 

segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, baik berupa makanan, minuman, akad, 

maupun perilaku (Elgharbawy & Azmi, 2022).  Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin 

menjelaskan bahwa kehalalan sejati suatu makanan tidak cukup hanya dipenuhi dari sisi 

zatnya, tetapi juga dari cara memperolehnya (al-kasb al-halal), proses pengolahannya, dan 

dampaknya bagi tubuh dan jiwa konsumen. Ini berarti bahwa komoditas yang secara zat 

halal, tetapi diperoleh melalui eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, atau 

penipuan konsumen, tidak sepenuhnya memenuhi standar halal dalam makna substantifnya 

(Wilson & Liu, 2010). 

Kata "tayyib" (طيب) bermakna baik, bersih, murni, menyenangkan, dan menyehatkan. 

Al-Quran menyebut kedua kata ini secara bersamaan dalam beberapa ayat, mengisyaratkan 

bahwa kehalalan dan kebaikan merupakan dua dimensi yang tidak terpisahkan dalam 

Islam (Elgharbawy & Azmi, 2022). Jika halal menjawab pertanyaan "apa yang boleh 

dikonsumsi?", maka tayyib menjawab "bagaimana seharusnya konsumsi itu dilakukan agar 

benar-benar baik?" Yusuf Al-Qaradhawi dalam Al-Halal wa Al-Haram fil Islam 

menjelaskan bahwa kriteria tayyib mencakup aspek keamanan pangan (food safety), nilai 

gizi (nutritional value), kebersihan (hygiene), dan dampak sosial-lingkungan dari produk 

yang dikonsumsi (Taghizadeh-Hesary et al., 2025).  

Dalam Al-Qur’an, perintah untuk mengonsumsi makanan halal dan tayyib 

disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya QS. Al-Baqarah ayat 168: “Hai sekalian 

manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” Ayat tersebut 

menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan suatu produk, 

tetapi juga kualitas dan dampaknya bagi kesehatan serta kehidupan manusia (Safrudin et 
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al., 2026). Dalam Surah Al-Maidah ayat 88, Allah SWT berfirman: "Dan makanlah dari 

apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." Ayat ini menggabungkan 

perintah konsumsi yang halal dengan perintah ketakwaan, menandakan bahwa perilaku 

konsumsi dalam Islam adalah ekspresi dari keimanan dan tanggung jawab moral (Hasanah 

et al., 2021). Prinsip halal berkaitan dengan sumber, bahan, dan proses suatu produk yang 

sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, prinsip tayyib menekankan bahwa produk 

yang dikonsumsi harus aman, sehat, bersih, berkualitas, dan tidak membahayakan. 

2. Maqashid Syariah sebagai Landasan Konsumsi Berkelanjutan 

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan 

kemaslahatan manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maqashid syariah bertujuan 

menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Kelima unsur ini disebut al-daruriyyat, yakni hal-hal yang mutlak diperlukan bagi 

kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat (Pradita & Darwanto, 2025). Ulama 

kontemporer Jasser Auda dalam Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law 

mengembangkan pembacaan maqashid ini dengan pendekatan sistem (systems approach), 

yang melihat kelima elemen tersebut bukan sebagai entitas yang terisolasi, melainkan 

sebagai jaringan yang saling terhubung dan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan 

alam. Perspektif Auda ini membuka ruang untuk melihat maqashid syariah secara lebih 

holistik, termasuk implikasinya bagi keberlanjutan lingkungan hidup (Auda, 2008). 

Dalam konteks konsumsi, prinsip halal dan tayyib memiliki keterkaitan erat dengan 

maqashid syariah. Pertama, hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) berkorespondensi langsung 

dengan dimensi kesehatan dalam konsumsi berkelanjutan. Prinsip ini tidak hanya melarang 

konsumsi yang secara langsung membahayakan jiwa, tetapi juga menuntut bahwa sistem 

pangan harus menjamin kecukupan gizi bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali. Dalam 

konteks global, hifz al-nafs menjadi argumentasi normatif untuk menolak sistem pertanian 

industrial yang menghasilkan pangan secara masif tetapi miskin nilai gizi, serta sistem 

distribusi pangan yang tidak merata (Miswanto & Fatimah, 2025). 

Kedua, hifz al-aql (pemeliharaan akal) memberikan landasan etis bagi penolakan 
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terhadap konsumsi yang melemahkan kapasitas rasional manusia. Larangan khamr dan 

zat-zat yang memabukkan, bila diperluas ke konteks kontemporer, mencakup pula 

penolakan terhadap produk-produk yang memengaruhi perilaku konsumsi secara 

manipulatif mulai dari iklan yang mengeksploitasi bias kognitif hingga zat-zat aditif yang 

menciptakan ketergantungan konsumen. Hifz al-aql dengan demikian menjadi fondasi bagi 

literasi konsumen yang kritis dan otonom (Pradita & Darwanto, 2025). 

Ketiga, hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan) memiliki dimensi intergenerational 

yang sangat relevan dengan konsep keberlanjutan. Konsumsi yang hifz al-nasl berarti 

konsumsi yang tidak mengorbankan hak generasi mendatang demi kepuasan generasi 

sekarang. Larangan konsumsi zat-zat yang merusak sistem reproduksi manusia dan 

ekosistem yang menopang kehidupan generasi mendatang merupakan manifestasi konkret 

dari maqashid ini (Kholil, 2025). 

Keempat, hifz al-mal (pemeliharaan harta) menghadirkan etika konsumsi yang 

anti-pemborosan. Larangan israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan) yang 

berulang kali ditegaskan Al-Quran "sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara 

setan" (QS. Al-Isra': 27) secara langsung mendorong pola konsumsi yang efisien dan 

bertanggung jawab. Dalam konteks global, hifz al-mal menjadi argumentasi normatif 

untuk mengurangi food waste, konsumsi berlebihan, dan gaya hidup konsumeris yang 

merusak (Arif, 2025). 

Kelima, hifz al-din (pemeliharaan agama) menempatkan konsumsi sebagai ibadah 

dan ekspresi tauhid. Keyakinan bahwa alam semesta adalah amanah Allah yang harus 

dijaga (QS. Al-Baqarah: 30) menjadi motivasi tertinggi untuk berperilaku konsumsi yang 

bertanggung jawab. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik (insentif ekonomi, regulasi) yang 

rentan terhadap perubahan situasi, motivasi berbasis keimanan bersifat intrinsik dan 

berkelanjutan. Inilah yang menjadi keunggulan komparatif pendekatan maqashid 

dibandingkan pendekatan konvensional terhadap keberlanjutan (Tw, 2025). Konsep 

maqashid syariah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi, tidak boleh 

hanya berorientasi pada keuntungan material semata. Aktivitas konsumsi harus 

mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan keberlanjutan. 

3. Implementasi Prinsip Halal dan Tayyib dalam Konsumsi Berkelanjutan 
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Konsumsi berkelanjutan merupakan pola konsumsi yang memperhatikan dampak 

sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang. Konsep ini bertujuan mengurangi 

pemborosan, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan menciptakan keseimbangan 

antara kebutuhan manusia dan lingkungan (Fahrurrozi et al., 2025). Konsumsi 

berkelanjutan dalam Islam juga berkaitan dengan konsep amanah manusia sebagai khalifah 

di muka bumi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan 

menggunakan sumber daya secara bijaksana (Arsyad & Hasanah, 2025). Prinsip halal dan 

tayyib dapat menjadi dasar dalam membangun sistem konsumsi berkelanjutan. Produk 

yang halal dan tayyib tidak hanya memperhatikan kehalalan bahan, tetapi juga proses 

produksi yang ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat (Taghizadeh-Hesary et 

al., 2025). 

Implementasi prinsip halal dan tayyib dalam konsumsi berkelanjutan dapat 

dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran 

untuk memilih produk yang halal, sehat, aman, dan ramah lingkungan (Ambali & Bakar, 

2014). Kedua, produsen perlu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proses produksi, 

seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan efisiensi 

energi. Produk halal seharusnya tidak hanya memenuhi sertifikasi kehalalan, tetapi juga 

memperhatikan aspek keberlanjutan (Septiyani & Adinugraha, 2025). Ketiga, pemerintah 

dapat mendukung konsumsi berkelanjutan melalui regulasi mengenai produk halal, 

perlindungan lingkungan, dan pengelolaan limbah (Priyatno & Sayuti, 2025). Keempat, 

lembaga pendidikan dan keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya konsumsi halal dan tayyib. Edukasi mengenai pola hidup 

sederhana dan ramah lingkungan perlu ditanamkan sejak dini (Isra’Ahmad et al., 2025). 

Selain itu, perkembangan industri halal juga dapat menjadi peluang untuk mendorong 

ekonomi berkelanjutan. Industri halal yang berbasis pada prinsip etika dan keberlanjutan 

dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan (Ernayani & Firman, 2024). Wacana tentang integrasi halal dan keberlanjutan 

sesungguhnya bukan sesuatu yang asing. Beberapa negara telah memulai inisiatif Green 

Halal yang mengintegrasikan standar sertifikasi halal dengan standar keberlanjutan 

lingkungan. Malaysia, melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), telah 
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memperkenalkan konsep Malaysia Halal Standard MS 1500:2019 yang mulai 

mempertimbangkan aspek rantai pasok yang ramah lingkungan. Inisiatif serupa juga 

berkembang di Uni Emirat Arab dan beberapa negara Eropa dengan populasi Muslim yang 

signifikan (Taghizadeh-Hesary et al., 2025). 

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) memiliki peluang besar untuk mengembangkan standar 

halal-tayyib yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Langkah ini bukan 

hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global, tetapi juga 

akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target SDG ke-12, mengingat 

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia yang dapat menjadi kekuatan pasar 

yang signifikan (Mubarok & Imam, 2020). Prinsip halal berakar pada ajaran Islam yang 

komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya terkait makanan atau 

minuman. Halal memiliki makna luas sebagai sesuatu yang diizinkan dan sesuai dengan 

syariat Islam, yang secara implisit mengandung nilai- nilai kebaikan, kejujuran, dan 

transparansi (Sahib & Ifna, 2024).  

4. Relevansi Prinsip Halal dan Tayyib terhadap Krisis Lingkungan Modern 

Krisis lingkungan modern yang kian mengkhawatirkan tidak dapat dilepaskan dari 

akar persoalannya yang paling mendasar: pola konsumsi manusia yang berlebihan dan 

tidak bertanggung jawab. Produksi massal yang didorong oleh budaya konsumtif telah 

menyebabkan meningkatnya akumulasi limbah dan eksploitasi sumber daya alam secara 

masif (Haider et al., 2022).  Urgensi persoalan ini terdokumentasi secara empiris dalam 

Laporan PBB tentang SDG 12 tahun 2024, yang mencatat bahwa pada tahun 2022 limbah 

pangan global mencapai 1,05 miliar ton metrik setara dengan 19% dari seluruh pangan 

yang tersedia bagi konsumen sementara jejak material dunia (material footprint) 

meningkat 6,8% sepanjang 2015–2022. Lebih mengkhawatirkan lagi, dari 193 negara 

anggota PBB, hanya 9 negara yang memasukkan pengurangan limbah pangan ke dalam 

kontribusi iklim nasional mereka (United Nations, 2024). Data ini memperlihatkan bahwa 

pola konsumsi manusia modern tidak hanya tidak berkelanjutan, tetapi bahkan bergerak ke 

arah yang berlawanan dengan tujuan keberlanjutan itu sendiri. 

Di tengah kegagalan sistemik tersebut, prinsip halal dan tayyib hadir sebagai 
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kerangka normatif yang secara inheren bertentangan dengan logika konsumsi berlebihan. 

Prinsip halal dan tayyib memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi persoalan 

tersebut karena menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan kebermanfaatan dalam 

setiap aktivitas konsumsi (Setiadi, 2025). Konsep tayyib secara khusus mendorong 

masyarakat untuk tidak hanya memperhatikan harga dan kuantitas produk, tetapi juga 

kualitas, keamanan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Relevansi 

ini diperkuat oleh ajaran Islam yang secara tegas melarang israf (berlebih-lebihan) dan 

tabdzir (pemborosan) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Isra': 27 

larangan yang memiliki korespondensi langsung dengan agenda pengurangan limbah dan 

konsumsi bertanggung jawab dalam SDG 12 (Ahmad, 2024).  

Kajian Lubis et al., (2022) menunjukkan bahwa internalisasi larangan tabzir dalam 

rumah tangga Muslim secara nyata berkontribusi pada pengurangan pemborosan pangan. 

Dengan demikian, prinsip halal dan tayyib sesungguhnya menyimpan potensi besar 

sebagai solusi alternatif dalam membangun pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan 

berorientasi pada kemaslahatan bersama. Namun demikian, wacana halal kontemporer 

menghadapi tantangan internal yang serius dan tidak dapat diabaikan. Industri halal global 

yang kini bernilai lebih dari USD 2 triliun mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, 

pariwisata, dan keuangan kerap terjebak dalam logika komersialisasi yang justru 

mengabaikan dimensi tayyib. Label halal dalam banyak kasus digunakan sebagai strategi 

pemasaran semata, tanpa diiringi komitmen serius terhadap keadilan rantai pasok, 

kesejahteraan hewan, maupun dampak lingkungan dari proses produksi (Wilson & Liu, 

2010).  

Kondisi ini diperparah oleh adanya value-action gap yang signifikan kesenjangan 

antara nilai yang diyakini dan perilaku konsumsi yang dipraktikkan di kalangan konsumen 

Muslim kontemporer. Meskipun nilai-nilai halal-tayyib secara normatif menuntut 

konsumsi yang bertanggung jawab, tekanan digitalisasi, budaya konsumerisme, dan 

pemahaman halal yang tereduksi menjadi sekadar legalitas sertifikasi telah mengaburkan 

dimensi keberlanjutan dari prinsip tersebut (Sahib & Ifna, 2024).  Penelitian tentang 

perilaku konsumsi berkelanjutan di Indonesia pun menemukan bahwa kepedulian 

lingkungan konsumen belum secara konsisten terefleksikan dalam perilaku konsumsi 
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aktual mereka. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan nilai, melainkan 

pada lemahnya penghubung konseptual antara nilai halal-tayyib dan praktik konsumsi 

berkelanjutan (Sugandini et al., 2020). 

Reduksionisme ini harus dikoreksi melalui reformasi konseptual yang berakar pada 

pemahaman maqashid syariah yang utuh. Sertifikasi halal yang tidak mempertimbangkan 

dimensi tayyib dalam seluruh aspeknya sejatinya bukanlah halal dalam makna substantif 

yang dikehendaki syariat ia justru berpotensi menjadi alat legitimasi bagi praktik-praktik 

produksi dan konsumsi yang bertentangan dengan maqashid syariah itu sendiri. Di sinilah 

perspektif maqashid syariah menjadi relevan dan mendesak sebagai kerangka 

tujuan-tujuan syariat yang komprehensif, maqashid syariah mampu menjembatani nilai 

halal-tayyib dengan dimensi-dimensi konsumsi berkelanjutan secara sistematis dan 

koheren (Yusdani, 2020).  

Penutup 

Paper ini telah mengkaji bagaimana prinsip halal dan tayyib dalam Islam, bila 

dipahami secara substantif melalui kerangka maqashid syariah, dapat berfungsi sebagai 

landasan normatif yang kokoh bagi terwujudnya konsumsi berkelanjutan. Prinsip halal dan 

tayyib sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Halal menjawab 

legitimasi syariat atas apa yang boleh dikonsumsi, sedangkan tayyib menjangkau dimensi 

yang jauh lebih luas mencakup keamanan, kesehatan, kebersihan, keadilan rantai pasok, 

hingga dampak ekologis dari setiap aktivitas konsumsi. Pemahaman yang mereduksi 

keduanya menjadi sekadar persoalan sertifikasi dan legalitas formal merupakan 

penyempitan makna yang harus dikoreksi, karena justru dimensi tayyib inilah yang paling 

kuat berkorespondensi dengan agenda konsumsi berkelanjutan global. 

Maqashid syariah dalam hal ini menyediakan kerangka tujuan yang holistik dan 

sistematis untuk menjembatani nilai halal-tayyib dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. 

Kelima unsur perlindungan, yaitu hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz 

al-din, secara bersama-sama merangkum dimensi kesehatan, otonomi konsumen, keadilan 

antargenerasi, anti-pemborosan, dan tanggung jawab moral ekologis yang merupakan inti 

dari konsumsi berkelanjutan. Dengan demikian, Islam sesungguhnya telah memiliki 

perangkat normatif yang komprehensif jauh sebelum wacana keberlanjutan global 
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berkembang dalam diskursus kontemporer. Namun demikian, tantangan terbesar yang 

dihadapi bukanlah ketiadaan nilai, melainkan lemahnya penghubung konseptual antara 

nilai halal-tayyib yang diyakini dengan perilaku konsumsi yang dipraktikkan. Value-action 

gap ini diperparah oleh komersialisasi industri halal yang mengabaikan dimensi tayyib, 

serta minimnya regulasi yang mengintegrasikan standar kehalalan dengan standar 

keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi 

konseptual sekaligus institusional merupakan langkah yang mendesak. Lembaga seperti 

BPJPH dan MUI di Indonesia memiliki peluang strategis untuk mengembangkan standar 

halal-tayyib yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, mengikuti inisiatif 

serupa yang telah dimulai di Malaysia dan negara-negara lain. Langkah ini tidak hanya 

akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global, tetapi juga 

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG ke-12. 

Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan maqashid syariah terhadap konsumsi 

memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pendekatan keberlanjutan konvensional, 

karena motivasi yang dibangunnya bersifat intrinsik dan berakar pada keimanan, bukan 

semata respons terhadap insentif ekonomi atau tekanan regulasi yang bersifat ekstrinsik. 

Internalisasi prinsip halal-tayyib secara substantif dalam kehidupan konsumen Muslim 

berpotensi menjadi salah satu kekuatan transformatif terbesar dalam menjawab krisis 

konsumsi global, khususnya mengingat besarnya populasi Muslim dunia sebagai aktor 

pasar yang signifikan 
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